
 
 

 
BUPATI SIDENRENG RAPPANG 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 
 

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG 
NOMOR 8 TAHUN 2024 

TENTANG 

KLASIFIKASI DAN BESARAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK 
PERMUKAAN BUMI BERUPA TANAH DAN BANGUNAN  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI SIDENRENG RAPPANG, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 
ayat (4) dan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018 tentang 
Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan dan dalam rangka 
meningkatkan penerimaan pendapatan daerah, 
khususnya penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Klasifikasi dan 

Besaran Nilai Jual Objek Pajak Permukaan Bumi 
Berupa Tanah dan Bangunan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di 
Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 
3. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022  

tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 
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4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 
tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6881); 

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

208/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penilaian 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 1853);  

6. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 4 
Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng 

Rappang Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng 

Rappang Nomor 83); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KLASIFIKASI DAN 
BESARAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK PERMUKAAN 

BUMI BERUPA TANAH DAN BANGUNAN. 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 

 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang. 
4. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah 

harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang 
terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual 

beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan 
objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP 

pengganti. 
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang 

selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi 

dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau 
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. 

6. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan 
perairan pedalaman. 
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7. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau 
dilekatkan secara tetap di atas permukaan bumi dan di bawah 

permukaan bumi. 
8. Objek Pajak adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, 

dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau 
Badan, kecuali kawasan yang  digunakan untuk kegiatan 

usaha Perkebunan, Perhutanan, dan Objek Pertambangan. 
9. Klasifikasi adalah pengelompokan nilai jual bumi atau nilai jual 

bangunan yang digunakan sebagai pedoman penetapan NJOP 

bumi dan NJOP bangunan. 
10. Nilai Indikasi Rata-Rata yang selanjutnya disingkat NIR adalah 

nilai pasar rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam 
suatu zona nilai tanah. 

11. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah zona 
geografis yang  terdiri atas satu atau lebih objek pajak yang 
mempunyai satu NIR yang sama dan dibatasi oleh batas 

penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satuan wilayah 
administrasi pemerintahan desa/kelurahan tanpa terikat pada 

batas blok. 
12. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disingkat 

DBKB adalah daftar yang dibuat untuk memudahkan 
perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya 
yang terdiri dari biaya komponen utama, biaya komponen 

material, dan biaya komponen fasilitas untuk setiap jenis 
penggunaan bangunan. 

 
BAB II 

KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK 
 

Pasal 2 

 
Klasifikasi dan Besaran NJOP Bumi sebagai dasar pengenaan PBB-P2 

pada masing-masing Desa/Kelurahan lingkup Daerah sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

Pasal 3 

 
Klasifikasi dan Besaran NJOP Bangunan disusun berdasarkan DBKB 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
BAB III 

BESARAN NJOP 

 
Pasal 4 

 
(1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.  

(2) Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
berdasarkan klasifikasi NJOP. 

(3) Klasifikasi NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan 

menjadi:  
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a. NJOP Bumi; dan 
b. NJOP Bangunan. 

(4) Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk 
objek PBB-P2 tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai 

dengan perkembangan wilayah. 

Pasal 5 

 
(1) NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a 

merupakan hasil perkalian antara total luas areal objek pajak 

yang dikenakan dengan NJOP Bumi per meter persegi. 
(2) NJOP Bumi meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan hasil konversi NIR per meter persegi ke dalam 
klasifikasi NJOP Bumi. 

(3) Penetapan NJOP Bumi dihitung berdasarkan NIR yang terdapat di 
setiap ZNT dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, prinsip 
kepastian, prinsip kelayakan dan prinsip ekonomi. 

 
Pasal 6 

(1) NJOP Bangunan merupakan hasil perkalian antara total luas 
bangunan dengan NJOP bangunan per meter persegi. 

(2) NJOP Bangunan per meter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan hasil konversi nilai bangunan per meter persegi ke 
dalam klasifikasi NJOP. 

(3) Penetapan NJOP Bangunan menggunakan DBKB sebagai dasar 
perhitungan nilai jual bangunan. 

 
 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan yang 

berkaitan dengan klasifikasi nilai jual objek pajak permukaan bumi, 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 
Pasal 8 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Sidenreng Rappang. 
 

 
                                                    Ditetapkan diPangkajene Sidenreng 
                                                    pada tanggal, 3 Juni 2024  

          
                                                    Pj. BUPATI SIDENRENG RAPPANG, 

 
        ttd 

 
BASRA 
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Diundangkan di Pangkajene Sidenreng 
pada tanggal, 3 Juni 2024                    

  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG, 
 

                   
        ttd 
 

                  MUH. YUSUF 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2024 
NOMOR 8 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 
       Sekretariat Daerah Kabupaten 

           Kepala Bagian Hukum  
 

 
 

 
         A  KAIMAL,SH 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 


